
b. bahwa berdasarl<an pert,mbangan sebagaimana tersebut pada 

huruf a di alas. dipandang perlu untuk ditinjau dan disemptrnakan 

kembali (Peraturan Bupati nomor 12 tMl«I 2009) tenta,g 

P~mberian lzm Belaja< Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Keputus.an Bupab Bekasi 
Nomor 890/kep.316-0iklaf/2003 tentang Pegawai Negeri Sipil 

(PNS} Oilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mengikuti 

Tugas Belajar dan lzin Belajar; 

c. bahwa guna memenuhi maksud sebagatmana tersebut pada 
huruf a dan huruf b di atas. pertu menetapkan Peraturan Bupati 

Bel<asi tentang Tugas Belajat dan l2in Belajar Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di lingk..ngan Pemerintah Kabupaten Bek.asi. 

- 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompet811S1, dan 

keahllan sumberdaya aparatur di Linglrungan Pemerintah 

Kabupaten Bekasi dapat dilakul<an melalui jalur penciakan formal 
dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada Pegawai Negeri 

Sipil Oaerah sesuai dengan kebutuhan kompetens, I keahfian dan 

kebutuhan organisas, dengan pemberian Tugas Belajar dan lzin 

Bel ajar; 

Menimbang 

- ~ 

TENTANG 

TUGAS BELAJAR DAN IZlN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI BEJ<ASI 

NOMOR 48 TAHUN 2011 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemmdahan dan Pembemeotian Pegawai Negeli 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah...-. 2000 NomOC' 
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4014); 

5. Undang-Undang Nornor 33 Tahon 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Daerah (Lembaran 
~egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438), 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tah<rt 2011 tentang Pe~ 
Peraturan Pen.mdang-01dangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang·Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahlrl 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 2006 Nomor 59 T ambahan Lembaran Negara Republil< 

Indonesia Nomor 4844): 

3. Undang-Undang Nomor 20 T ah.In 2003 tentang Sistem 
Peodidikan Nasiorial (Lembaran Negara Republ1k Indonesia 
T ahun 2003 Nomor 78, T ambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 4301 ); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Taflun 1974 ternang POkok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 

Nomor 2041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 8 T ahun 197 4 tentang 
Pokok-Pokol< Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia T ahun 1999 Nomor 16'3, Tambahan Lem!Jaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

1 Undang-l)ndang Nomor 14 T ahun 1950 lentang Pembernukan 
Daerah-<laerah Kabupaten Dalam hngkl.Jngal Prop,n51 Jawa Barat 

(Senta Negara tanggal 4 .Juli 1950). 

- 



PERATURAN BUPATI BEKASt TENTANG TUGAS BELAJAR DAN 

IZlN BELAJAR BAGI PEGAWAJ NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI. 

MEMUTUSKAN 

13. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 40 T ahun 2009 tentang 
Orga111sas, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Bekasi. 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasl Nomoc 7 Talll.l"l 2009 tentang 

Organisasl Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Bel<as, Nomor 
4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peral\Xan Oaerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tatu, 2009 tentang Organasas, 
Perangkat Oaetah (lembaran Oaerah Kabupalen Bekasi 
Tahun 2011 Nomor 4); 

11. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomoc 6 T ahun 2008 tentang 
Urusan Pemenntahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

10. Peraturan Pemertntah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah o-ah 
Provinsi dan Pemerintah Oaerai Kabupaten/Kota (lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 82, T ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang F0<masi 
Pegawai Negeri S1p,I (lembaran Negara Republik lndones!a 
Tahun 2000 Nomor 194. Tamballan Lembaran Negara Repwlll\ 
Indonesia Nomor 4015). 

8 Peraturan Pemenmah Nomor 99 Tat,un 2000 tentang Kena1kan 
Pangkat Pegawai Nege,-i Sip,l (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 196. Tambahan lembatan Negara 
Republik lndoneS1a Nomoc 4017) sebagaimana telah diubah 
deogan Peratl.l'an Pem«intah Nomor 12 TahLw'I 2002 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

Menetapkan 

- 



. 
9. Perguruan Tinggi adalah Univers~as Negen lnstiM Negeri, Sekolah Tinggi Negeri. 

Akademi Negeri atau sederaiat dengan ilu yang dikelola oleh Pemerintah, dan 

Perguruan Tinggi Swasta yang terakred~si oleh Baden Akreditasi Nasional, serta 
Perguruan Tinggi luar Negeri yang diakul oleh Pemenntah Republik Indonesia. 

10. Pend1dikan Profesi spesialis kedokteran adalah Pencidikan tinggi setelah program 

pendidikan sarjana dan pendidikan profesi dokter (dr) yang cliafooil oleh Pegawai 

negeri yang akan meningkatkan kapasitasnya dalam membe<ikan pelayanannya 

kepada masyarakal dan lulusan pendidikan p<ofesi akan mendapatkan gelar 

profesi yang diatur darvatau diakui oleh negara 

11. DP-3 adalah Oaftar Penilaian Pelaksanaan Peketjaan Pegawai Negeri S,pil. 

melanjulkan pendidikan yang leb,h t1nggi tanpa meninggalkan tugas sehari-hati . 
- 

(SKPD) di lingkungan Pemerinlah Kabupaten Bekasi. 

7. T ugas belajar adalah bentuk penugasan yang dibe<ikan oleh pejabat yang 

berweriang kepada PNS untuk melanjutkan pendldikan yang lebo'h tinggi bukan 

atas biaya sendlri baik dalam maupun luar negeri dan telah mengikuti tes serta 
dinyatakan lulus di perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemefintah Oaerah sesuai 

kompetensi yang dibutuhkan Pemenntah Oaerah dan linier dengan keilmuan 

peserta tugas belajar. 

tzin belajar adalah bentuk ,zm yang dibenkan oleh pejabat yang befwetlang 

kepada PNS alas dasar permohonan tertubs yang bel'sangkutan untuk meogil<utJ I 

8. 

5. Pegawai Negeri Sipil Oaerah yang selajutnya d1sebut Pegawai adalah Pegawar 

Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 T ahun 1999. 

6. Pejabat Pemben Rekomendasi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah 

- 

Oalam PerattJl'an irn yang dimaksucf dengan : 

1. Bupat1 adalah Bupati Bel<aSi. 

2. Pemenntah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Bekasa 

4, Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan 

Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Kabupaten Bekasi 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



(1) Pegawai yang akan meng1kuti pendidikan formal dan/atau melanjutt<an pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi sebagalmana dimaksud dalam Pasat 2. haruS 

mendapat persetujuan ter\ulis dari Bupati dan dilaksanakan . 

a. Untuk IUgas belajar oleh Sekretaris Oaerah 
b. Untuk 1zin belajar oleh Kepala SKPD yang menangani Kepegawaian. 

Pasaf 3 

( 4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2). terdiri instansi tetl<ail 

yang d,tetapkan oleh Bupab alas usul Kepala Saluan Kel)a Perangkat Oaerah 

... 

(3) Penetapan kebutuhan kompetensi/keaht,an dan/atau kebuMlan organisaso 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pembe<ian tugas be!ajar dan 
izin belajar bag, pegawai untuk mengikut, pendjdikan . 

(2) Kebutuhan kompetensi/ keahlian dan/atau kebuluhan organ,sasi unlUk kepertuan 

tugas belajar dan 1zin belajar mengikuli pendidikan sebagaimana d1maksud pada 

ayal ( 1 ), dijetepkan oteh Tim dan d1umurnkan setiap tahun ben:lasirtan analisis 
jabatan dan formasi 

(1) Oalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumbGtdaya 

aparatur datam penyelenggaraan pemerin!ahan dan pembangulan, kepada 
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat <llber1llan tugas bela.iar 

dan izin belajar untuk mengiku!i/melanjutkan pendidikan formal dan/atau ke 
jenjang pendidikan yang lebih linggi sesuai dengan keb<Auhan kompetens,f 

keahlian atau kebutuhan organisasi. 

BAB II 

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR 
Pasal2 

12 Pemyalaan pengabdoan adaah Pemyataan yang dlbual oleh pegawai yang 

melaksanakan tugas bela,at untuk kembafi melaksanakan tugas dinas 
d, lingkJJngan Pemenntah Kabupaten Bekas, setelah menyelesaikan tugas 

belaJamya 



(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput, : 

a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); 
b. senat jasmani dan roharii menurut keterangan dolder pemerintah; 
c. pendidikan yang diikuti harus ada keterkartan dengan latar belakang 

pendidikan dan/atau tugas pokok pegawa, yang bersangkutan kecuali pegawai 
yang akan melanjutkan pendidikan ke Strata Dua (S2) dan Strata T,ga (S3); 

d. tidak sedar,g dicalonkan dafam program beasiswa laimya; 
e. tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin sekurang-losangnya tngkal sedang 

selama 2 (dua) tahun terakhir, 
f. memiliki DP-3 yang semua unsumya sekurang-kurangnya bemila, baik pada 2 

(dua) tahun terakhir; 
g. telah disetujui/ direkomendasikan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah. 

(1) Tugas belaiar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 haruS memenuhi 
persyaratan umum can khusus. 

- Pasal6 

Pembiayaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. meliputi : 
a. dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD); 
b. dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 

c, dibiayai dari dana Bantuan Luar Negeri; 
d. dibiayai dari Sadan Swasta Oalam Negeri maupun Luar Negen 

Pasal 5 
Pembiayaan Tugas Belajar 

Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. diberikan kepada 
Pegawai yar,g akan mer,gikuti pendidikan pada jenjar,g yang lebih tinggi sesuai dengan 
keootuhan kompetensi/ keahlian atau kebutuhan a-ganisasi. 

Pasal4 

(3) Bentuk dan format perselujuan tertulis Tugas Belajar clan lzin Belaja( sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a oan huruf b, tercanun dalam lamptran I <Ian 
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Petaturan Bupati ini. 

(2) Persett4UM tertuhs sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi : 
a rugas belajar bagi pegawa, yang akan mengilwti pendidikan dengan 

meninggall<an tugas. 
b. izin belajar bag, pegawal yang akan mengikuti pendidil<an tanpa men,nggalk.an 

tug as. 



(2) lzin belajar sebagaimana c:1,maksud pada ayat (1 ), diberiken dengan ketentuan 

sebagai benkut : 

a. diusulkan oleh Peiabat Pemben Rekomendasi; 

b. kegiatan pendidikan diseleoggarakan Oleh lembaga pendidil<an negeri atau 

swasta yang memiliki fakultas/ program/ jurusan terakrecitasi Oleh Sadan 

Akreditasi Nas,onal; 

c. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas 

kedinasan; 

d. masa kerja palirlg sedikit 2 (dua) tahun; 

e. memiliki op.3 pada 2 (dua) tahun terakhir dengan nolai baik; 

f. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersanglwlan. 

(1) lzin belajar sebagaimana dimaksud dalam Passi 3 ayat {2) hl.ruf b, cf!berikan 

kepada Pegawai yang akan meogikub pend!dikan pada jenjang yang lebth ~nggi 
sesuai dengan kebutuhan kompetensi/ keahl,an dan/ atau kebutuhan organ,sasi. 

Pasal7 

(3) Petsyaratan khusus sebagarrnana dimaksud dalam ayat (1) meuput,: 
a. merrullkJ Pangkat/ Golongan . 

1. minimal Pengatur Muda (IVa) bagi yang melaniutkan pendi<ikan ke jenjang 
Diploma Tiga (D Ill); 

2. mimmal Pengatur (Ilic) bagi yang melanjutl<an peodidikan ke ~ng Strata 
Satu (S1) dan Diploma Empat (DIV); 

3. minimal Penata Muda (Ill/a) bagi yang me18!1UU<an pendi<ikan ke jen;ang 
Strata Dua ($2); dan 

4. minimal Penata M\Jda Tingkat I {111/b) bag, yang melaniutl<an pendidikan ke 
jenjang Spesialis dan Strata Tiga (S3). 

b. memiliki masa kerja sebagai pegawa, sekaang-kurangnya 2 {ooa) tatul; 
c. Usia maksimum 25 tahun untuk Program Diploma Ill dan Program Strata 1 

(S1 ), usia 37 tahun ..-ituk Program Strata II ($2) atau setara, clan usi.l 40talul 
untuk Program Strata Ill ( $3) atau setara. 

d. menandaiangani Pemyataan Pengabdian bagi pegawa, yang melaksanakan 
tugas belajar; 



(2) Tunjangan Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenkan tertlltung 
sejak yang bersangkutan memulai peodidikan. terdiri dari: 
a. b,aya Sumbangan Pembinaan Pendidikan; 
b. biaya literatur/ buku: 
c. biaya pembuatan lugas akaoomik, tugas praktikum skril(psi, tesis dan 

drsertasi; 
d. biaya hidup, 

(1} Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang biaya pendidil<annya dibebankan 
paoa dana APBD sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memperoleh hak 
lunjangan belaiar yang dibayarkan dengan besaran terteotu secara bel1ahap 
sebagai benkut : 
a. Diploma Ill (D-3) deogan pendidikan selama 3 (tiga) tahun meodapat hak 

tunjangan tugas belajar selama 3 (liga) tahun, 
b. Diploma IV (D-4) dan Strata I (S-1) lan)Utan dan Doktoral (Sa,jana Muda atau 

Diploma) dengan pendidikan selama 2 (dua) lahun mendapat hak tunjangan 
tugas belajar selama 2 (dua) tahun; 

c. Diploma IV (D-4) clan Strata I (S-1) mum, dengan pendidikan selama 4 (~t) 
tahun mendapat hak turljangan tugas belajar selama 4 (empat) lahun; 

d. Strata II (S-2) dengan pendidikan selama 2 (dual tahun mendapat hak 
tunjangan tul)as belajar selama 2 (dua) tahun; 

e. Strata II (S·2J Profesl spesialis kedokleran dengan pendid1kan selama 3 (tiga) 
tahun mendapat hak tunjangan tugas belajar selama 3 (tiga) tahun 

f. Strata Ill (S-3) dengan peoc:idikan selama 3 (tiga) talUl mendapat hak 
tunjangan tugas belajar selama 3 (tiga) tahun; 

• 

Pasal9 

Bag,an Kedua 
HAK 

Selama melaksanakan tugas befajar, pegawa, yang be<sanglUJtan dll<embalikan kepada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bodang Pendidikan dan 

Pelatihan. 

Pasal 8 

Bagian Pertama 

KEDUDUKAN 

BAB Ill 

KEDUDUKAN. HAK DAN KEWAJIBAN 



(6) Pegawai yang melaksanakan tugas belaja( yang pembiayaannya di luar APBD 
dapat diberikan bantuan btaya penchd1kan sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah unluk kepen"ngan organisas,. 

perpanjangan masa tugas belajar selama 2 (dua) tahun; 

- 

(5) Pegawai yang me!aksanakan tugas belajar setama meng,kuti pendidikan. bemak 
memperoleh . 
a. gaji; 
b. kenaikan gaji befi<ata: 
c. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat/ golongan; 
d. kenaikan pangkat sesuai de~ ketentuan perall.Jran perundaog,.#)dangan 

bertaku, 
e. d1berikan perpanJangan masa rugas belajar dengan ketenruan sebagai betilwt. 

1. Diploma Ill (D-3) dengan pendidikan selama 3 (tiga) talul mendapat 
perpanjangan masa tugas belaJar selama 6 (enam) bulan; 

2. Diploma IV (D-4) dan Strata I (S-1) lanjutan dari Doktoral (Sarjana Muda 
atau Diploma) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahun pe,panjangan 
masa tuga.s belajar selama 6 (enam) bulan; 

3. Diploma IV (D-4) dan Strata I (S-1) murm dengan pendidikan selama 4 
(empat) lahun mendapat perpaniangan masa tugas belajar selama 1 
(satu) tahun; 

4 Strata II' (S·2) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahln mendapat 
perpanjangan masa tugas belaja( selama 1 (satu) tahun; 

5. Strata II (S·2) Profesi spesialisasi kedokteran dengan pendidikan selama 3 
(liga) tahun mendapat perpaniangan masa tugas belaia, selama 1 (satu) 
tahun 

6. Strata Ill (S-3) dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun mendapat 

(4) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang biaya pendldikannya dlbebankan 
pada dana APBN. Bantuan luar negeri dan Sadan Swasta Oalam Negeri maupun 
Luar Negen sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 S huruf b, hunt. e dan huruf d, 
memperotell hak sesua, de~ ketentuan yang diletapkan oleh lembagal onstilusi 
pemberi beasiswa. 

(3) Saluan biaya tuniangan tugas be!aiar seoaqaimana d1maksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Bupa\1 sesuai dengan ketentuan pe,aturan yang beriaku. 

e btaya pemcr,dckan. 
r blaya wtsuda dan blaya laimya untuk keperluan peocfJdikan tugas belajar 

dan 
g. biaya perjalanan pergj ke tempat pendidikan dan peqalanan pwmg pada 

waktu tugas belajar berakhir 



(2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), harus segera dilaksanakan 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah wiwda. 

( 1) Se~ap pega.11ai yang lelah menyelesaikan tugas belajamya, wajib mengabdl pada 
Pemerinlah Kabupaten Bekasi dengan meogikvti ketentuan sebagai befiklJt . 
a. Lulusan Kriteria Sarjana Umum meoggu,akan n.mus P = 2n + 1 
b. Lulusan Kntefia Sarjana Strata Dua Spesiabs Kedokteran mengg,..atakan 

rumusP=2"'+1 
Keterangan : 
P = Masa Pengabdian 
N = Masa Pendidikan (Pertahun) 

- Pasal 11 

BABrv 
PENGABDIAN 

c, pegawai yang telah menyetesaikan masa pendidikannya wajib meiapor kepada 
Bupati melalui kepala Satuan Karja Perangkat Daerah yang membidangj 
pendidikan dan pelatihan guna proses pengakhiran masa tugas belajarilzm belajar. 

Pegawa, yang diberikan tugas bela/ar dan izin belajar memilil<i kewajiban · 
a metaporl<an pe,-kembangan akaclemik/ peodidikannya secara berkala kepada 

Bupali melalui kepala Satuan Ke,ja Pe<angkat Daerah yang membidangi 
pendidikan can pelatihan. 

b Pegawai yang mengikuti tugas belajar wajib menyelesaikan pend'Klil<annya sesuai 
waktu yang d1tetapkan sebagai berikut 
1. Diploma Ill (0-3) dengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun 
2. Diploma IV (0-4) dan Strata l (S-1) lanjutan dari Ooktoral (Sarjana Muda atau 

Diploma) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahun 
3. O,ptoma IV (0-4) dan Strata I (S-1) mumi dengan pendidll<an selama 4 

(empat) tahun. 
4. Strata II (S-2) dengan pendidikan selama 2 (dua) tahun 
5. Strata II (S-2) Profesi spesiahs kedokteran dengan pend'ldikan selama 3 (tiga) 

tahun 
6. Strata Ill (S-3) clengan pendidikan selama 3 (tiga) tahun 

Pasat 10 



Pegawa1 yang diberikan tugas belajar yang pembiayaannya dil:>ebankan pada dana 
APBD Kabupaten Bel<asi apabila tidak dapat menyelesaikan pendicikannya/ men.arik diri 
dari pendidil<annya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah 
dikeluark.an sebesar 2 (dua) kali lipat kecua6 l<atena sakit/ meninggal dunia. 

Pasal 14 

BAB VII 
SANKS I 

Untuk menjamin legalitas dan kualitas pegawa, yang melaksanakan Tugas Belajar Dan 
lzin Belajar, status Perguruan Tingg1 yang yang menjadi tu,uan/ tempat belaj.ar adalah 
lembaga pen<fid,kan bnggi negeri atau swas1a yang memiliki fakuttas/ program/ µusan 
terskrednas, (A) untuK izin belajar dan terakreditasi B untuk tugas belajar oleh Sadan 
atau Lembaga yang belWenang sesuai denga, ketentoan peraturan 
perundangundangan yang bertaku. 

.. 
Pasal 13 

BABVI 
PERGURUAN TINGGI 

(3) Ketentu.an penyesu.aian kenaikan pangkat seb.agaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perattx.an penndang - 
undangan yang bertaku. 

(2) Pegawai yang mendapat Tugas Belajar dan lzin Be!ajar setelah menyelesaikan 
pendidikan memilikl pangkat yang telah sesuaf dengan ijazah dapat disesuaikan 
setelah melaporkan kepada Bupat, untuk penerbitan keputusan pengakuan 
penyesuaian ijazah. 

( 1 ) Untuk proses penyesuaian pangkat, pegawai yang mendapat izin belajar setelah 
menyelesa,kan pen<fidikan harus meng1kuti clan lulus Ujian Penyesuaian ljazah 
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BABV 
PENYESUAIAN PANGKAT DAN IJAZAH 

(3) Oikeruahk8n dan ketentuan pengabdian sebaga,mana danaksud pada ayat (1), 
temadap pegawa, yang telah menyelesaikan tugas belaJafTlYa oi1a ingin 
melan1utkan peod1dikan ke jenjang yang lebih tinggi diwajibkan mengabdi pada 
Pemenntah Kabupa\en Bel<as, paling sed1kit 3 (tiga) tahun. kecuali yang 
mendapatkan nila, lndel<s Pendidikan Kumulatif (IPK) dengan cuml3Ude, dapat 
melanjutkan ke ienjang d1 atas dan mengikuti p.-osedur dalam pembenan Tugas 
Belajar. 



(2) Dengan berlakunya Keputusan ,ni maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Pemberian lzin Belajar Bagi Pegawai Negen Sipil d1 I.JngklJ'lgan 
Pemerintah kabupaten Bekasi da1'l Peraturan lain yang mengatur hal-hal yang 
sama d,cabut dan dinyatakan bdak berlaku lagi. 

( 1) Hal-Ila I yang belum cukup diatur dalam Pera!uran ini sepanjang mengenai tel<nis 
pelaksanaannya akan diatll' kemud1an 
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BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Terhadap pegawai yang sedang dan/atau telah menyelesail<an pendidikan 

sebelum peraturan ini ditetapkan, izin belajamya tetap diproses 

(1) Tugas belajar dan izin belar,,r yang telah aberikan kepada pegawa, di fingkungan 
Peme<intah Kabupaten Bekas1 sampa, dengan drtetapkamya peraturan ir. 
dinyatakan tetap benaku. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PERALJHAN 

Oalam hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila mengajukan 
permohonan pindah/ mutasi ke Provinsi/ Kabupaten/ Kola/ lnstanso lain sebelum llab<s 
masa pengabdian yang ditentukan, maka kepada Pegawai Negeri $1pil yang 
bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa 
mengabd, dibagi masa mengabdi sepenuhnya dikalikan ;.tmlah bantuan boaya 
pendidikan. 
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Dalam hal kewa11ban tugas belajar pegawai sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 9 ayat 
(5) huruf e dan Pasal 10 huruf b, apabila pegawai y309 mendapat bJgaS belajar tidak 
daoat menyelesaikan kewaJ1bannya sebagai peserta tugas belaja, """"' P•menntah 
Oaerah dapat membenkan sanksi : 
a, memerintahkan kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera kembali bertugas 

ke Pemenntah Kabupalen Bekasi; 
b. yang bersangkutan bdak mendapatkan kesempatan untuk menga)Ukan ijin belajar 

setama menjalani pengabdian 5 (lima) tahun. 
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DECOY ROHENDI 

, 

Salinan ses deogan asl,nya 
KEPALA JAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAE KABUPATEN BEKASI 
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SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN BEKASI 

H. SA'DUDDIN 

ttd 

Ditetapkan d, Cikarang Pusat 
pada tanggal 30 Desembec 2011 

BUPATI BEKASI 

Agar setiap orang mengetahoinya, meme<infahkan Pengundangan Pe<stunin Bu<>ab"" 
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Peraturan 1111 mula1 berlaku pada langgal diundangkatl. 
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